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ABSTRAK 

 

Chandra Bagus Fristiadi. 201810115125 . Penegakan Hukum terhadap Developer yang 

melakukan jual beli rumah yang belum memiliki site plan ditinjau dari Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata.  

Banyak Faktor yang membuat sengketa Tanah, contohnya salah satunya faktor surat jual beli 

rumah yang belum memiliki site plan. Sebagaimana pihak developer pada dasarnya tidak 

dapat membangun suatu perumahan apabila atas objek tanah tersebut, belum dibebaskan 

sepenuhnya atau dibeli dari pemilik asal, hal ini bersinggungan seperti apa yang disebutkan 

dalam ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(PUPR) Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) 

Rumah, yang menyebutkan, “Pelaku pembangunan yang melakukan Pemasaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk kepastian hukum 

dan perlindungan hukum terhadap konsumen pembeli rumah maka dari itu penulis ingin 

melakukan penelitian bagaimana prosedur dan dokumen apa saja yang disiapkan untuk 

melakukan transaksi jual beli rumah. Penulis akan mencari tahu terhadap keabsahan 

transaksi jual beli rumah yang sertifikatnya belum ada. Maka dari itu penulis juga ingin 

meneliti mengenai penegakan hukum jual beli rumah yang belum memiliki site plan dengan 

rumusan masalah Bagaimanakah keabsahan Jual-Beli rumah apabila developer belum 

memiliki site plan sebelum adanya transaksi dan Bagaimana penegakan Hukum terhadap 

developer yang melakukan jual-beli rumah yang belum memiliki site plan. Pada penelitian 

ini metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif 

di mana menurut Soetandyo Wignjosoebroto, menyebutkan metode penelitian normatif 

dengan istilah metode penelitian hukum doctrinal, Keabsahan jual beli rumah apabila 

developer belum memiliki site plan sebelum adanya transaksi pada dasarnya tetap sah 

selama disepakati kedua belah pihak, Namun apabila developer tidak memiliki atau 

menguasai sertifikat,  pada dasarnya developer tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 4 

ayat 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 

11/PRT/M/2019,  dan dengan dilanggarnya syarat pada ketentuan tersebut, tentunya akan 

berpotensi menimbulkan sengketa yang merugikan baik pihak developer maupun pihak 

pembeli ataupun masyarakat. sanksi maupun penegakan hukum dalam peraturan-peraturan 

tersebut bersifat perdata, dan hanya bisa dilaksanakan bila masyarakat selaku pembeli rumah 

merasa dirugikan dan mengajukan gugatan, serta sanksi yang diterima oleh developer hanya 

berupa pengembalian uang dan atau ganti rugi 

 

Kata Kunci :Developer, Jual-Beli Rumah, Sertifikat  
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ABSTRACT 

 

Chandra Bagus Fristiadi. 201810115125. Law enforcement against Developers who buy 

and sell houses that are not yet certified in terms of the Civil Code. 

 Many factors contribute to land disputes, for example, one of the factors is a letter of sale 

and purchase of a house that has not been certified. As the developer basically cannot build 

housing if the land object has not been fully acquired or purchased from the original owner, 

this is in line with what is stated in the provisions of Article 4 paragraph 1 of the Regulation 

of the Minister of Public Works and Public Housing (PUPR) Number 11 /PRT/M/2019 

concerning the Preliminary Sale and Purchase Agreement (PPJB) System for Houses, which 

states, "Development actors who carry out marketing as referred to in Article 3 paragraph 

(1) and paragraph (2) as a form of legal certainty and legal protection for consumer buyers 

house Therefore, the author wants to do research on what procedures and documents are 

prepared to carry out a house sale and purchase transaction. On the other hand, the author 

will find out the validity of buying and selling transactions for houses where there is no 

certificate. The author also wants to research the law enforcement of buying and selling 

houses that are not yet certified with the formulation of the problem How is the validity of 

buying and selling houses if the developer does not have a certificate before the transaction 

and how is law enforcement against developers who buy and sell houses without a 

certificate. In this study the research method used was the normative juridical research 

method which, according to Soetandyo Wignjosoebroto, mentions the normative research 

method with the term doctrinal legal research method, The validity of buying and selling 

houses if the developer does not have a certificate before the transaction is basically still 

valid as long as it is agreed by both parties parties, However, if the developer does not own 

or possess a certificate, basically the developer has violated the provisions of Article 4 

paragraph 1 of the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing (PUPR) 

Number 11/PRT/M/2019, and by violating the terms of these provisions, of course will 

potentially cause disputes that are detrimental to both the developer and the buyer or the 

community. sanctions and law enforcement in these regulations are civil in nature, and can 

only be implemented if the community as home buyers feel disadvantaged and file a lawsuit, 

and the sanctions received by the developer are only in the form of refunds and or 

compensation. 

 

Keywords : Developers, Buying and Selling Houses, Certificates. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

Motto : 

 

 

“JANGAN BANDINGKAN PROSESMU DENGAN ORANG LAIN KARENA 

TIDAK SEMUA BUNGA TUMBUH MEKAR SECARA BERSAMAAN” 

 

 
Persembahan : 

 

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua dan saudara-saudara 

penulis yang penulis sayangi. Penulis dengan bangga mempersembahkan 

kelulusan     ini seperti harapan kedua orang tua penulis untuk menempuh 

pendidikan setinggi- tingginya. 
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